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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab terdahulu, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan,sebagai berikut:

1.

Dari enam tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BP3K) yang diamanatkan pada BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago
Halaban, hanya satu yang dilaksanakan dengan baik yaitu mefasilitasi dan
menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Lima tugas dan
fungsi lainnya, seperti: a) memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan pertanian
sesuai dengan programa, b) memfasilitasi penyediaan dan penyebaran
informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, c) memfasilitasi
pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, d) memfasilitasi
peningkatan kapasitas penyuluh, e) melaksanakan proses pembelajaran melalui
percontohan dan pengembangan model usahatani, belum terlaksana dengan
baik oleh kedua BP3K di lokasi studi kasus. Oleh karena itu, penilaian kinerja
BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban berada dalam kondisi belum baik.

Terdapat dua faktor yang berkaitan dengan kinerja BP3K Harau dan BP3K
Lareh Sago Halaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat
Permentan Nomor 26 Tahun 2012, diantaranya adalah: a) Faktor internal
seperti masih terbatasanya kompetensi SDM Penyuluh Pertanian yang ada di
kedua BP3K dan masih minimnya dukungan sarana, prasarana penyuluhan
pertanian yang dimiliki oleh kedua BP3K tersebut; b) Faktor eksternal seperti
dukungan pembiayaan penyuluhan pertanian oleh pemerintah daerah dan
dukungan dari pelaku utama (petani) dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian

di wilayah kerja BP3K.
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5.2. Saran

Supaya kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik, maka disarankan:

1.

Agar Kepala Daerah untuk dapat memberikan perhatian khusus pada BP3K
yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama untuk
alokasi anggaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk kebutuhan
operasional penyuluhan pertanian, penyediaan sarana, prasarana penyuluhan
pertanian dan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluhan pertanian, pelaku
utama serta pelaku usaha. Perhatian khusus tersebut tentunya mesti memiliki
dasar hukum yang kuat agar dapat membuat lembaga penyuluhan kecamatan
berupa BP3K dapat lebih berdaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Agar Koordinator BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban untuk dapat
lebih inovatif dalam mengatasi permasalahan terutama keterbatasan SDM
penyuluh pertanian, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian
melalui kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, penelitidan perusahaan swasta yang
bergerak dibidang pertanian. Sehingga keterbatasan yang dimiliki oleh BP3K

dapat diminimalisir.



